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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara penyelenggaraan pengadaan, penempatan, pelatihan, serta penilaian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar guna menjamin terlaksananya aktivitas kerja yang baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur seluruh aktivitas pengelolaan pegawai yang dilakukan, meliputi :
2.1. Pengaturan pengadaan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mulai dari perencanaan formasi hingga pengajuan usulan formasi pegawai yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
2.2. Pendataan kehadiran pegawai, ijin kerja dan cuti.
2.3. Pelaporan Sub Bagian Umum rutin kepada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
2.4. Penilaian kerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
2.5. Pengajuan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun serta usulan penghargaan Pegawai Negeri Sipil.
2.6. Pendidikan dan pelatihan pegawai.

3. DASAR HUKUM
3.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3.6. Peraturan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
3.7. Peraturan Walikota Denpasar No. 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
4. DEFINISI

4.1. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah;
4.2. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waku tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
4.3. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;
4.4. Jabatan struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
4.5. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Sub Bagian Umum dan digunakan sebagai dasar penggajian;
4.6. Kenaikan pangkat adalah Penghargaan yang diberikan, atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
5. KETERKAITAN
-

6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan pegawai dan proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengolah administrasi kepegawaian

7.3. Mampu mengelola Sumber Daya Manusia aparatur

7.4. Mampu mengoperasikan komputer

7.5. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja
8.3. Kursi
8.4. Tempat Arsip/Almari
8.5. Komputer
8.6. Printer

9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Jasa Tenaga Non Pegawai
9.1.1. Pegawai yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Kerja Non Pegawai.
9.1.2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Walikota, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar yang melaksanakan.
9.1.3. Apabila Dinas memerlukan tambahan tenaga baru khususnya Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar dalam hal ini yang melaksanakan adalah Sekretaris melalui Sub Bagian Umum. 
9.1.4. Apabila pegawai yang baru dimutasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pegawai baru tersebut menghadap Kepala Dinas dengan membawa Surat Penempatan Pegawai dari Walikota. Selanjutnya Surat Penempatan Pegawai akan didisposisikan kepada Sekretaris dan kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk penempatan pegawai.
9.1.5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerima salinan Surat Mutasi Pegawai Negeri dari Walikota yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas, yang selanjutnya oleh Kepala Dinas didisposisikan kepada Sekretaris dan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk mendistribusikan pegawai baru sesuai dengan disposisi Kepala Dinas.
9.1.6. Untuk Jasa Tenaga Non Pegawai, Kepala Sub Bagian Umum mendata keperluan pegawai selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data tersebut, Kepala Sub Bagian Umum melaporkan kepada Sekretaris yang kemudian dilakukan penunjukan langsung kepada yang bersangkutan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
9.2. Penilaian Pegawai

9.2.1. Penilaian pegawai dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menilai kinerja pegawainya.

9.2.2. Penilaian pegawai diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

9.2.3. Pejabat-pejabat yang berperan dalam proses penilaian pegawai adalah sebagai berikut :

9.2.3.1. Penilaian Staf :

· Pejabat penilai : Kepala Sub Bagian/Seksi

· Atasan pejabat penilai : Sekretaris/Kepala Bidang

9.2.3.2. Penilaian Kepala Sub Bagian/Seksi :

· Pejabat penilai :  Sekretaris/Kepala Bidang

· Atasan pejabat penilai :  Kepala Dinas
9.2.3.3. Penilaian Sekretaris/Kepala Bidang :

· Pejabat penilai :  Kepala Dinas
· Atasan pejabat penilai : Sekretaris Daerah

9.2.3.4. Penilaian Kepala Dinas:

· Pejabat penilai :  Sekretaris Daerah

· Atasan pejabat penilai :  Walikota

9.2.4. Sub Bagian Umum mendistribusikan SKP kepada seluruh Kepala Sub Bagian / Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk selanjutnya didistribusikan kepada pejabat penilai.

9.2.5. Pejabat penilai memberikan penilaian pada pegawai dibawahnya dengan unsur yang dinilai meliputi SKP 60%, perilaku kerja 40% serta Kepemimpinan untuk penilaian pejabat struktural. Selanjutnya lembar SKP ditunjukkan kepada pegawai yang dinilai, untuk diketahui dan ditanda tangani. dimana unsur dari sasaran kerja pegawai  (SKP) berdasarkan kegiatan tugas jabatan, perilaku kerja terdiri dari : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama.

9.2.6. Pejabat penilai memberikan pengesahan pada lembar SKP dengan membubuhkan tanda tangan. Selanjutnya pejabat atasan pejabat penilai juga menandatangani lembar SKP sebagai tanda persetujuan.

9.2.7. Lembar SKP ini dikumpulkan oleh Sub Bagian Umum dan disimpan sebagai arsip.

9.2.8. Apabila pejabat yang dinilai merasa keberatan dengan penilaian atas dirinya, maka dapat mengajukan keberatan tertulis pada lembar SKP saat diminta persetujuannya. Pejabat penilai akan mengklarifikasikan hasil penilaiannya dengan pejabat yang dinilai.
9.3. Penilaian Jasa Tenaga Non Pegawai 
9.3.1. Penilaian Jasa Tenaga Non Pegawai dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menilai kinerja Jasa Tenaga Non Pegawai.

9.3.2. Penilaian pegawai diberlakukan kepada Jasa Tenaga Non Pegawai yang masa kerjanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

9.3.3. Pejabat yang berperan dalam proses penilaian Jasa Tenaga Non Pegawai  adalah atasan langsung dari Jasa Tenaga Non Pegawai tersebut.

9.3.4. Sub Bagian Umum mendistribusikan Lembar SKP Jasa Tenaga Non Pegawai kepada pejabat penilai.

9.3.5. Pejabat penilai memberikan penilaian pada pegawai dibawahnya dimana unsur yang dinilai meliputi SKP 60 % ( Berdasarkan Tugas Jabatan ), Perilaku 40 % ( Orientasi Pelayanan, Integritas, komitmen, disiplin dan Kerjasama. Selanjutnya lembar SKP ditunjukkan kepada Jasa Tenaga Non Pegawai yang dinilai, untuk diketahui dan di tanda tangani.

9.3.6. Pejabat penilai memberikan pengesahan pada lembar SKP Jasa Tenaga Non Pegawai dengan membubuhkan tanda tangan.

9.3.7. Lembar SKP Jasa Tenaga Non Pegawai ini dikumpulkan oleh Sub Bagian Umum dan disimpan sebagai arsip.

9.3.8. Apabila Jasa Tenaga Non Pegawai yang dinilai merasa keberatan dengan penilaian atas dirinya, maka dapat mengajukan keberatan tertulis pada lembar SKP Jasa Tenaga Non Pegawai saat diminta persetujuannya.
9.4. Absensi Pegawai

9.4.1. Setiap hari kerja, pegawai yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus melakukan absensi sebagai bukti kehadirannya.

9.4.2. Absensi pegawai dilakukan dengan menandatangani Daftar Hadir Pegawai yang tersedia di Sub Bagian Umum. Daftar Hadir Pegawai ditandatangani oleh Kepala Dinas pada setiap minggunya.

9.4.3. Apabila pegawai berhalangan hadir, maka harus memberitahukan kepada Kepala Bidang / Sekretaris dengan surat tertulis. Apabila lebih dari 2 (dua) hari sakit dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter / Rumah Sakit / Puskesmas.

9.4.4. Setiap bulan Sub Bagian Umum membuat Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai sebagai laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan ini dibuat rangkap 4, satu laporan untuk dikirimkan kepada Kepala BKPSDM, Inspektorat Kota Denpasar,Kabag Keuangan untuk perhitungan uang makan, dan yang lain dipergunakan sebagai arsip yang disimpan Sub Bagian Umum.
9.5. Pengelolaan Cuti Pegawai

9.5.1. Pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai hak cuti.

9.5.2. Pengajuan cuti menggunakan Blanko Cuti yang disediakan oleh Sub Bagian Umum , dengan dilampiri surat keterangan pejabat pengganti selama cuti.

9.5.3. Untuk permohonan cuti bagi staf diajukan kepada atasan langsungnya, yaitu Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian. Sekretaris / Kepala Bidang mengeluarkan Surat Ijin Cuti.

9.5.4. Untuk permohonan cuti bagi pejabat eselon IV melalui atasan langsungnya, untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan Surat Ijin Cuti.

9.5.5. Untuk permohonan cuti pejabat eselon III keatas diajukan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Ijin Cuti.

9.5.6. Untuk permohonan cuti bagi pejabat eselon II dikirimkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. Berdasarkan persetujuan Kepala Dinas yang tertera di Blanko Cuti, Walikota mengeluarkan Surat Ijin Cuti.

9.5.7. Surat Ijin Cuti dibuat rangkap 3. Satu Surat Ijin Cuti diterimakan kepada pegawai yang bersangkutan, sedangkan yang lain disimpan Sub Bagian Umum sebagai arsip dan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai arsip juga.
9.6. Pelaporan Kenaikan Gaji Berkala
9.6.1. Setiap 2 tahun sekali sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT), maka setiap pegawai negeri sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mengalami kenaikan gaji berkala (KGB).

9.6.2. Untuk memantau KGB setiap pegawai negeri sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Umum membuat Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala dan Realisasinya. Sub Bagian Umum  memantau buku tersebut setiap bulan.

9.6.3. Proses pelaksanaan KGB seluruhnya ditangani Sub Bagian Umum dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

9.6.4. Surat Pemberitahuan KGB diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, dengan melakukan salinan 6 (ernam) buah, dengan Pendistribusian sebagai berikut :
1. untuk arsip Sub Bagian Umum
2. untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 

3. Bendahara Gaji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

4. Untuk yang bersangkutan

5. Untuk Taspen

6. Untuk BKPSDM
9.7. Pelaporan Kenaikan Pangkat

9.7.1. Setiap 4 tahun sekali Terhitung Mulai Tanggal (TMT), pegawai negeri sipil mengalami kenaikan pangkat reguler. 

9.7.2. Sedangkan kenaikan pangkat pilihan apabila seseorang menduduki jabatan struktural namun pangkatnya belum memenuhi batas minimal pada pangkat jabatan tersebut. Syarat mendapatkan kenaikan pangkat pilihan apabila seseorang telah menduduki 2 tahun dalam kepangkatannya dan 1 tahun dalam jabatannya dengan pembatasan Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

9.7.3. Untuk memantau kenaikan pangkat setiap pegawai negeri sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Umum membuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Realisasinya. 

9.7.4. Setiap 6 (enam) bulan sebelum TMT, Sub Bagian Umum membuat surat usulan kenaikan pangkat yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar untuk diproses. Proses selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sepenuhnya ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

9.7.5. Kepala Dinas menerima salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, sedangkan pegawai yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan, Sub Bagian Umum menerima copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat tersebut untuk disimpan sebagai arsip dan Sub Bagian Keuangan menerima copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat untuk dijadikan dasar pembayaran gaji.
9.8. Pengajuan Pensiun

9.8.1. Sub Bagian Umum secara rutin memantau masa pensiun setiap pegawai negeri sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui Buku Penjagaan Pensiun.​
9.8.2. Satu tahun sebelum TMT pensiun maka Sub Bagian Umum menyiapkan berkas usulan dan persyaratan usulan pensiun pegawai yang bersangkutan. 
9.8.3. Berkas usulan dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan usulan pensiun pegawai negeri sipil adalah :
· SK Capeg / PP31

· Kartu Pegawai

· SK Pangkat Terakhir

· Gaji Berkala Terakhir

· Taspen

· Surat Nikah

· Daftar Riwayat Hidup

· Daftar Riwayat Pekerjaan

· KTP (Suami/ Istri)

· Kartu Istri / Kartu Suami

· Kartu Susunan Keluarga

· Surat Keterangan / Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara

· Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP. 4)

· Pas Photo Hitam Putih 4x6 (8 lembar)

· Pengisian berkas Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat

· Surat Permintaan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Dalam Negeri

9.8.4. Sub Bagian Umum menerima seluruh berkas dari pegawai dan kemudian membuatkan Surat Pengusulan Hak Pensiun dan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin.

9.8.5. Surat Pengusulan Hak Pensiun dan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin disertai seluruh berkas pengajuan pensiun dikirimkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk diproses lebih lanjut. 

9.8.6. Proses ini sudah mencakup usulan penghargaan kenaikan pangkat pengabdian.
9.9. Pelaporan Sub Bagian Umum
9.9.1. Sub Bagian Umum membuat Laporan Absensi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar.

9.9.2. Laporan yang diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar yang disesuaikan dengan permintaaan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar. Adapun format laporan ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar.

Laporan meliputi :
· Laporan Data Kepegawaian 

· Daftar Urut Kepangkatan

· Laporan Bezetting dan Formasi Pegawai Negeri Sipil

9.10. Pelatihan
9.10.1. Kepala Sub Bagian Umum melakukan GAV Analisis Kompetensi Personil.
9.10.2. Kepala Sub Bagian Umum setiap tahun membuat program pelatihan sesuai dengan yang diusulkan pada anggaran tahunan. 

9.11. Pelatihan Struktural dan Fungsional Pegawai
9.11.1. Apabila Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan struktural maupun teknis/fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar mengirimkan surat penawaran keikutsertaan mengikuti pelatihan kepada Dinas instansi terkait.
9.11.2. Berdasarkan penawaran tersebut, Kepala Dinas memerintahkan Kepala Sub Bagian Umum untuk diproses lebih lanjut.
9.11.3. Sub Bagian Umum mendata peserta yang memenuhi syarat yang akan diikutsertakan.
9.11.4. Sub Bagian Umum membuat Surat Permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Untuk permintaan langsung dari Badan Diklat Provinsi, Sub Bagian Umum langsung mengirimkan balasan kepada Badan Diklat dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9.11.5. Sekretaris membuatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas / Sekretaris.
9.11.6. Peserta mengikuti diklat. Setelah selesai pelaksanaan diklat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar akan mengirimkan Surat Pengembalian Peserta ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi penilaian dalam mengikuti diklat. Surat Pengembalian Peserta ini akan disimpan Sub Bagian Umum sebagai arsip, setelah didisposisi oleh Kepala Dinas.
9.11.7. Pelatihan mengenai pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan diajukan oleh Sub Bagian Umum kepada Sekretaris untuk dimasukkan dalam APBD.
9.11.8. Pegawai setelah mengikuti diklat/ pelatihan, memberikan laporan kepada Sub Bagian Umum dengan memberikan copy Sertifikat Pelatihan untuk diarsip dalam Map masing-masing  pegawai.
9.12. Pelatihan Teknis Pegawai
9.12.1. Untuk pelatihan teknis, penawaran yang diperoleh dari pihak luar akan diteruskan kepada Kepala Dinas.

9.12.2. Berdasarkan penawaran tersebut, Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk diproses lebih lanjut.

9.12.3. Sekretaris akan meminta Kepala Sub Bagian Umum mendata peserta yang akan diikutsertakan dalam pelatihan dan mendistribusikan informasi pelatihan pada bidang-bidang yang terkait.

9.12.4. Sekretaris membuatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas / Sekretaris.

9.12.5. Pegawai setelah mengikuti diklat/ pelatihan, memberikan laporan kepada Sub Bagian Umum dengan memberikan copy Sertifikat Pelatihan untuk diarsip dalam Map masing-masing  pegawai.

9.12.6. Pegawai Sub Bagian Umum mencatata pelaksanaan pelatihan dalam Buku Pelaksanaan Diklat / Pelatihan.

9.13. Evaluasi Pasca Pelatihan
9.13.1. Setelah pegawai mengikuti diklat, maka Sub Bagian Umum membagikan Evaluasi Pelatihan Pegawai kepada atasan pegawai yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan pelatihan / diklat tersebut.
9.13.2. Evaluasi Pelatihan Pegawai tersebut diisi oleh atasan langsung peserta diklat (Kepala Dinas/ Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi).
9.13.3. Sub Bagian Umum mengumpulkan hasil Evaluasi Pelatihan Pegawai yang sudah diisi oleh atasan langsung peserta diklat (Kepala Dinas/ Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi).
9.13.4. Hasil evaluasi pelatihan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :
· Hasil evaluasi pelatihan yang menunjukkan nilai kurang, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

· Hasil evaluasi pelatihan yang menunjukkan nilai cukup / baik, kepadanya dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh atasannya untuk mempertahankan kinerjanya.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Surat Penempatan Pegawai
10.2. Salinan Surat Mutasi
10.3. SKP
10.4. Lembar SKP Jasa Tenaga Non Pegawai
10.5. Absensi Kehadiran
10.6. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas
10.7. Rekapitulasi Daftar Hadir
10.8. Blanko Cuti
10.9. Surat Ijin Cuti
10.10. Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala
10.11. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
10.12. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Realisasinya
10.13. Surat Usulan Kenaikan Pangkat
10.14. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
10.15. Buku Penjagaan Pensiun
10.16. Berkas Usulan dan Persyaratan Usulan
10.17. Surat Pengusulan Hak Pensiun
10.18. Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
10.19. Surat Pensiun
10.20. Laporan Absensi Pegawai
10.21. Laporan Data Kepegawaian
10.22. Daftar Urut Kepangkatan
10.23. Laporan Bazetting dan Formasi PNS
10.24. Surat Penawaran Keikutsertaan Mengikuti Pelatihan
10.25. Surat Perintah Tugas
10.26. Surat Pengembalian Peserta
10.27. Sertifikat Pelatihan
10.28. Buku Pelaksanaan Diklat/Pelatihan
10.29. Form Evaluasi Pelatihan
10.30. Hasil Evaluasi Pelatihan
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